




A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan gugusan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan 
lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan ragam 
bahasa. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik. 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 secara eksplisit telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang (Hari Sabarno, 
2008:ix) 
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan 
tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian 
otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 
Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 
Pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Ni’matul Huda, 2014: 360). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa daerah 
kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan 
dan/atau desa. 
Pembangunan perdesaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa-desa 
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mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan 
lingkungan.Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, ini telah mengubah paradigma pembangunan desa. Paradigma 
pembangunan sudah berubah, dari “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan 
kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah,dalam hal ini pemerintah desa 
untuk menata dan mengelola daerahnya masing-masing. Desa dan daerah 
diharapkan mampu menggali dan mengembangkan semua sumber daya yang 
dimiliki. Berbagai sumber daya, baik itu sumber alam, sumber daya manusia dan 
sumber daya modal dikelola melalui manajemen aset yang baik sehingga hasilnya 
dapat digunakan untuk membiayai pembangunan secara berkesinambungan demi 
kesejahteraan masyarakat. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan 
bahwa pembangunan desa ialah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Indonesia terus 
mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju 
pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang 
dan serasi. Salah satunya potensiwisata yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa 
menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor pariwisata bisa 
menjadi sektor penopang pemasukan pendapatan daerah. Di era yang semakin 
maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di 
suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau penonjolan 
karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki 
segudang potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan 
manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. 
Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri yang 
merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
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pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
aset desa. Upaya pengelolaan aset ini tentu saja memerlukan sebuah manajemen 
aset yang baik.Salah satu upaya pemerintah untuk membangun perekonomian 
perdesaan dilakukan melalui pengelolaan aset desa yang telah diatur dalam 
Peraturan 3 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 
Menurut Siregar (2004: 518), manajemen aset dapat dibagi dalam 5 tahapan 
kerja, yaitu: 1. inventarisasi aset, yang berfungsi untuk mengetahui dengan jelas 
kondisi dan nilai aset/properti/kekayaan; 2. legal audit yang berfungsi untuk 
memberikan kepastian hukum sehubungan dengan penguasaan aset; 3. penilaian 
aset, yang bertujuan untuk menetapkan potensi ekonomi dari aset tersebut; 4. 
optimalisasi aset, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai 
jumlah/volume legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut; dan 5. pengawasan 
dan pengendalian, yang bertujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas 
pemanfaatan atau pengelolaan nilai aset tersebut. 
Penilaian menjadi salah satu tahap yang penting dalam sebuah manajemen 
aset yang baik. Penilaian aset sangat penting dilakukan dalam rangka (Siregar, 
1998) 
1. Mengetahui nilai kekayaan yang dimiliki;  
2. Mengetahui nilai eksisting dan nilai potensial aset;  
3. Menjadi acuan dalam optimalisasi pemanfaatan aset; dan  
4. Menjadi acuan untuk revaluasi guna memperkuat permodalan 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan. Didalam Pasal 
71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber pendapatan di Desa seperti 
Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi 
Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah 
atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah. Pendapatan Desa tersebut ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban 
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dari Pemerintah di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening 
Kas Desa. 
Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang memiliki potensi 
pendapatan daerah dalam bidang pariwisata. Obyek wisata yang bertempat di 
Desa Paseban tersebut adalah wisata ziarah makam Sunan Pandanaran. Dengan 
adanya destinasi wisata di Desa Paseban ini, sudahkah pemerintah Desa Paseban 
menerapkan system pengelolaan pariwisata dengan baik dan benar. Karena hal 
tersebut Penulis tertarik buat penulisan hokum yang berjudul “KEWENANGAN 
DESA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG 
PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PASEBAN, BAYAT, KLATEN. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis 
melakukan perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 
dalam mengelola potensi pariwisata di desa untuk meningkatkan pendapatan 
desa? 
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola 
potensi pariwisata desa untuk mendukung pendapatan desa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai dan 
diharapkan penelitian tersebut akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menyusun sebuah penelitian, 
pada dasarnya dikenal 2 (dua) tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, 
adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Desa Paseban dalam 
mengelola pariwisata untuk meningkatkan pendapatan desa. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa hambatan yang dihadapi oleh 
pemerintah Desa Paseban dalam mengelola pariwisata untuk mendukung 
pendapatan desa. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan 
baik teori di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara 
b. Untuk menerapkan ilmu yang yang diperoleh selama masa perkuliahan, 
sehingga dapat berkontribusi dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan 
kepada masyarakat. 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis yang diwajibkan guna meraih 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian diharapkan memberikan 
manfaat yang diperoleh terutama dibidang ilmu yang diteliti bagi penulis dan 
semua pihak. Adapun mafaat yang diperoleh dari penulisan hokum ini adalah : 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya di bidang Hukum 
Tata Negara. Pada khususnya mengenai Kewenangan Desa dalam 
pengelolaan pariwisata guna meningkatkan pendapatan desa.  
b. Dapat bermanfaat sebagai literature atau bahan informasi ilmiah yang 
digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam Bidang 
Hukum Tata Negara. 
c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 
penulisan mendatang dan diharapkan penulisan berikutnya mampu 
memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan penulisan ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai sarana penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk 
pola pikir dinamis serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pandang baru pada 
masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
pokok bahasan dalam penelitian ini. 
E. Metode Penelitian 
Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting 
karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Dalam suatu penelitian, 
metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu 
kegiatan dan proses penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan 
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan 
memahani lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 
6). Adapun penulis memberikan uraian dan penjelasan tentang metode 
penelitiannya, yaitu sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian socio legal research 
berkait dengan pemaknaan ‘hukum’ dalam penelitian hukum itu sendiri 
tidaklah seragam atau tak tunggal. Hukum, faktanya, didekati dengan cara 
yang berbeda-beda antara ahli satu dengan ahli lainnya, berbasis konteks, 
masalah, dan relasi sosial-politik tertentu. Pendekatan itu berangkat secara 
berbeda-beda dari pemikiran falsafati, nalar hukum, metode hingga 
kebutuhan-kebutuhan praktis lainnya. Misalnya, klaim penelitian hukum 
merupakan penelitian dengan karakter doktrinal, sangat mungkin lebih 
dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum positivisme. Begitu juga 
mengungkap bahwa penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter 
sosial, juga mungkin dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum realisme. 
Itu sebab, perspektif akan hukum mencerminkan karakter nalarnya, sekaligus 
berimplikasi terhadap metodologisnya (simak: Sidharta 2013). 
Selain itu juga dilakukan pemeriksaan atau observasi yang mendalam 
terhadap fakta sosial tersebut, maka kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan dari segala yang bersangkutan. Pada penelitian 
empiris maka yang diteliti pertama adalah data sekunder yang memberikan 
penjelasan mengenai penelitian tersebut. Baru kemudian data primer yang 
7 
 
terdapat dilapangan atau terhadap masyarakat yang terkait (Soerjono 
Soekanto,2014:52). 
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, dimana data-
data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. 
Menurut penulis buku Pengantar Penelitian Hukum yakni Soerjono Soekanto 
mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-
masalah tertentu. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran atau merumuskan sesuatu permasalahan sesuai 
dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini menggambarkan 
menegenai “Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Pariwisata untuk 
mendukung peningkatan pendapatan di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, 
Kabupaten Klaten”. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan 
data deskritif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto,2014 : 250) 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan maka penelitian 
yang dilakukan ini penulis mengambil lokasi di Desa Paseban Kecamatan 
Bayat Kabupaten Klaten.  Lokasi tersebut dipilih berdasarkan dengan apa 
yang  penulis teliti yaitu Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Pariwisata 
untuk mendukung peningkatan pendapatan di Desa Paseban, Kecamatan 
Bayat, Kabupaten Klaten. 
5. Jenis dan Sumber Data 
Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh 
secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh 
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secara langsung  dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang 
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono 
Soekanto, 2006: 51). Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam 
menyusun penelitian ini yaitu antara lain : 
a. Data Primer 
Data primer sendiri diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 
dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui 
wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut 
dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono 
Soekanto, 2006: 12). Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data 
secara langsung dengan pihak Pemerintah Desa Paseban. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau 
pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 
yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi : 
1) Sumber Data Primer 
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 
yaitu wawancara dengan bapak Ari selaku Kepala Desa Paseban. Hal 
ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dilokasi penelitian dari pihak yang diteliti yaitu pihak-pihak yang 
kompeten dan berperan langsung dengan kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan pariwisata baik dari  pihak perangkat daerah ataupun dari 
pihak lain yang berkaitan tentang pengelolalaan pariwisata 
2) Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan, literature, peraturan perundang undangan, jurnal, 
makalah, artikal, media masa, bahan dari internet serta sumber lain 




6. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan, teknik untuk mengumpulkan dari satu atau 
beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. 
“Pengumpulan data dalam satu  penelitian merupakan hal yang sangat pentimg 
dalam penulisan” (Lexy.J.Moleong, 2009 : 216). Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalah : 
a. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode 
wawancara (interview) dengan Kepala Desa berserta Perangkat Desa 
Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan beberapa obyek yang 
terkait dengan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan atau tanya 
jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini 
pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. 
Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan 
cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan (Lexy J. 
Moleong, 2006 : 186). 
b. Studi Pustaka 
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di 
tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi 
juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menghimpun data 
di perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
7. Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 
dokumen disusun secara sistematis dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan 
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari 
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hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo 
Soemitro, 1998:11). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara 
keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah 
atau aturan buku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) 
terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap bab terbagi dalam beberapa keseluruhan 
hasil penelitian dalam penulisan hukum ini. Sistematika keseluruhan hasil 
penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, 
dansistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan teori-teori serta 
uraian sistematis tentang  : 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah 
2. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa 
3. Tinjauan tentang Otonomi Desa 
4. Tinjauan tentang Pariwisata 
5. Tinjauan tentang Desa Wisata 
6. Tinjauan tentang Sumber Pendapatan Desa 
7. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa 
B. Kerangka Pemikiran 
Hal-hal tersebut diatas merupakan landasan-landasan yang 
nantinya mendasari analisis hasil penilitian yang diperoleh dari 
studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan 
dalam penelitian ini. Sedangkan di dalam kerangka pemikiran, 




BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai 
dengan rumusan masalah yang ada yaitu: 
1. Bagaimana kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, 
Kabupaten Klaten dalam mengelola potensi pariwisata di Desa 
Paseban untuk meningkatkan pendapatan desa? 
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban 
dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk mendukung 
pendapatan desa? 
BAB IV  PENUTUP 
Dalam bab ini meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan 
masalah serta saran maupun kritik yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
  
